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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Tujuan Umum 

Setelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami tujuan, 

kebijakan, Prinsip - prinsip pengadaan serta etika pengadaan barang / jasa pemerintah. 

 

1.2 Tujuan Khusus 

Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu : 

1. Memahami tujuan pengadaan barang/jasa 

2. Memahami kebijakan pengadaan barang / jasa 

3. Memahami prinsip pengadaan barang/jasa 

4. Memahami etika pengadaan pada pengadaan barang / jasa 

 

1.3 Gambaran Umum/Overview 

Tujuan dari Pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang dilakukan melalui swakelola 

atau penyedia barang/jasa adalah mendapat nilai manfaat yang sebesar-besarnya 

(value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 

peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil, serta pembangunan berkelanjutan.  

Penerapan Value for money akan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang 

yang dibelanjakan, diukur dari berbagai aspek yang meliputi : 

a. aspek kualitas  

b. aspek jumlah  

c. aspek waktu  

d. aspek biaya  

e. aspek lokasi dan  

f. aspek penyedia 

Di dalam BAB II akan dijelaskan akan diuraikan tentang :  

a. Tujuan pengadaan barang/jasa 

b. Kebijakan pengadaan barang/jasa 

c. Prinsip pengadaan barang/jasa 

d. Etika pengadaan barang/jasa 

e. Peran serta usaha kecil 

f. Penggunaan produk dalam negeri 
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g. Preferensi harga 

h. Pengadaan berkelanjutan 

 

Buku Informasi  ini merupakan bagian dari modul pembelajaran pengadaan barang/ jasa 

tingkat dasar untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang ketentuan pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

 

Pada bagian akhir modul ini, tersedia : 

• Daftar Referensi yang berisikan rujukan literatur terkait 

• Glossary yang berisikan istilah yang digunakan dalam modul ini 

• Index untuk memudahkan pencarian topik tertentu 
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BAB II 

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN  

 
 

  Dimasa lalu organisasi sektor publik banyak menerapkan tolok ukur keberhasilan 

pengadaan barang/jasa berbasis aturan (rule based), dimana fokus perhatian pelaksana 

pengadaan barang/jasa adalah memastikan kepatuhan pada aturan yang berlaku. 

Perkembangan zaman sekarang ini dirasakan sudah tidak mencukupi, dimana organisasi 

pemerintah harus mengukur keberhasilan pengadaan berbasis tujuan (mission based) salah 

satunya dengan Value for money. 

 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang 

mendasarkan pada tiga elemen yaitu  

1. Ekonomi  

2. Efisiensi  

3. Efektivitas 

(sumber : Renstra LKPP 2015 – 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Value for Money 

(Ssumber : Renstra LKPP 2015 – 2019) 
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Pengadaan yang ekonomis didapatkan melalui perencanaan kebutuhan yang 

meminimalkan sumberdaya dan menurunkan biaya barang/jasa keseluruhan antara lain: 

1. Spesifikasi alat/bahan yang hemat energi 

2. Spesifikasi alat yang memiliki umur ekonomis lebih lama 

Pengadaan yang efisien adalah pengadaan yang menfasilitasi optimalisasi sumberdaya 

baik dalam proses pengadaannya maupun dalam penyediaaan barang/jasa yang 

diperlukan antara lain 

1. Pemanfaatan emarketplace 

2. Konsolidasi paket pengadaan 

3. Vendor managemen system 

Pengadaan yang efektif adalah pemanfaatan optimal barang/jasa yang diadakan antara 

lain  

1. Pengadaan barang/jasa sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan 

2. Pemeliharaan rutin untuk memperpanjang umur ekonomis 

Value for money dapat diperoleh melalui keseimbangan indikator kinerja ketiga elemen yaitu 

ekonomis, efisien dan efektif 

 

Untuk mendapatkan hasil pengadaan yang sesuai dengan konsep value for maney tersebut 

perlu adanya tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan yang jelas dan terukur. 

Hubungan antara tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa dapat dilihat 

pada gambar 1 sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hubungan antara tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa 
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2.1. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa  

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :  

a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari 

aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.  

Penjelasan yang lebih rinci sehingga setiap unsur tujuan tersebut menjadi lebih akurat 

dan terukur dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini : 

Tabel 1. Uraian tujuan Pengadaan Barang/Jasa 

No Tujuan 
Pengadaan 

Kriteria Contoh 

1 Kualitas  sesuai kebutuhan dan 
spesifikasi (karakteristik 
dari barang/jasa yang 
memenuhi kebutuhan 
dan keinginan penguna 
barang/jasa) 

 Fungsionalitas : usaha yang 
memberikan manfaat 
Contoh Pengadaan komputer 
untuk mengetik dan mengolah 
data 

 Adaptabilitas dan fleksibilitas : 
kemampuan beradaptasi dan 
menyesuaikan dengan kebutuhan 
lingkungan kerja 
Contoh : Pengadaan PC atau 
Laptop atau Tablet disesuaikan 
dengan kebutuhan lingkungan 
kerja 

 Masa pakai : umur ekonomis 
barang/jasa contoh masa pakai 
laptop 5 tahun. 

 Inovasi/Keunikan : nilai tambah 
dari produk barang/jasa contoh 
laptop yang bisa digunakan 
sebagai tablet dengan fitur 
touchscreen 

 Sertifikat Garansi : Jaminan 
kelaikan penggunaan barang 
hingga jangka waktu tertentu 

 Surat keterangan keaslian 
(certificate of arigin) : sertifikat 
yang menjamin keaslian produk 
barang/jasa  

 Layanan purnajual : layanan yang 
diberikan pasca penjualan produk 
barang/jasa. 

2 Jumlah  Jumlah sesuai 
kebutuhan : volume 
barang/jasa yang 
diperlukan 

RSUD Kota A membutuhkan 
peralatan Komputer sebanyak  10 
laptop dan Bahan makanan untuk 
200 pasien untuk bulan November 
2017 

3 Waktu  Masa Penyelesaian 
pekerjaan : Waktu yang 
diperlukan untuk 
pelaksanaan pengadaan 

1. Untuk Laptop dikirim sekaligus 
sebanyak 10 unit 

2. Untuk bahan makanan pasien 
harus dikirim secara bertahap 
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barang/jasa sampai 
selesai dan dapat 
dimanfaatkan 

setiap hari sebelum jam 09.00 
WIB 

4 Biaya Kompetitif adalah harga 
yang diperoleh dari 
proses pemilihan yang 
akuntabel. 

Harga dalam kontrak sesuai dengan 
harga pasar 

5 Lokasi Lokasi barang/jasa 
digunakan  

Penyedia wajib mengirim 
barang/jasa sesuai lokasi  ditentukan 
dalam kontrak 

6 Penyedia  Kualifikasi yang tepat : 
persyaratan administrasi 
dan teknis penyedia 
barang/jasa  

penyedia barang/jasa sesuai dengan 
kualifikasinya contoh kecil dan non 
kecil 

 
 

b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri  

Penggunaan produk dalam negeri diharapkan  

1. Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri 

2. Menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru  

3. Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan  

4. Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi  

5. Menggerakkan roda perekonomian nasional 

(Sumber referensi : UU no. 30 tahun 2014 tentang perindustrian dan Permenperin No. 

2 tahun 2014) 

 

c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Tujuan peningkatan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :  

1. Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, 

dan pengentasan rakyat dari kemiskinan 

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan  

3. Mendorong peningkatan kualifikasi UMKM 

(sumber referensi : UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM) 

 

d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional  

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang erbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
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maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi 

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional melalui pemberian preferensi dan 

membatasi keikutsertaan usaha asing serta kewajiban usaha asing untuk bermitra 

dengan usaha nasional. 

 

e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil 

penelitian  

Pengembangan inovasi sangat penting untuk dilakukan karena menjadi motor 

penggerak pembangunan bangsa. Pemerintah mendorong kolaborasi berbagai pihak 

antara lain akademisi/peneliti, industri dan  masyarakat dalam melakukan inovasi untuk 

memperkuat penelitian dan pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. Dalam pengembangan inovasi ini, pemerintah tidak hanya mendorong proses 

penelitian saja namun hingga proses hilirisasi dan komersialisasi produk-produk 

peneilitian. 

Hilirisasi penelitian dalah usaha yang dilakukan agar penelitian yang dilakukan benar-

benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Komersialisasi adalah pemanfaatan 

produk-produk hasil penelitan agar dapat diproduksi pada skala  komersial (produksi 

massal) contoh produksi pesawat N 219. 

 

f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif 

Beberapa tujuan yang didapat dari peningkatan keikutsertaan industri kreatif antara 

lain : 

1. Menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh suatu negara 

2. Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif 

3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran 

4. Memberikan dampak sosial yang positif 

5. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif 

6. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan 

  (sumber referensi : Perpres 6 tahun 2015 tentang Bekraf) 

 

g. Mendorong pemerataan ekonomi 

Pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia, baik secara geografis dan demografis melalui  pemerataan 

pembangunan. 
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h. Mendorong pengadaan berkelanjutan. 

Pengadaan yang berkelanjutan pada hakekatnya memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.  Salah satu faktor yang 

harus dihadapi untuk mencapai pengadaan berkelanjutan adalah bagaimana 

mengurangi dampak kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi 

dan keadilan sosial.  

Dengan adanya pengadaan berkelanjutan diharapkan  

1. Untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan 

2. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat 

3. Menjaga kualitas lingkungan hidup 

4. Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan bagi semua penduduk Indonesia. 

Contoh pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan 

kewajiban pendidikan dasar 9 tahun untuk semua WNI. 

5. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

(sumber referensi : Perpres 59 tahun 2017 tentang pembangunan berkelanjutan) 

 

2.2.  Kebijakan Pengadaan barang/jasa 

Kebijakan adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:  

 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;  

Perencanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan 

barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa baik melalui penyedia 

maupun swakelola. Perencanaan tersebut harus dilakukan bersamaan dengan proses 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk APBN 

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) untuk 

dana APBD 

 

2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan 

kompetitif; 

Pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan sampai dengan selesai wajib dilakukan 

elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang 
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memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen Tender/seleksi/pengadaan 

langsung/penunjukakan langsung melalui persaingan sehat. 

3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan 

Barang/Jasa termasuk Agen Pengadaan;  

Kebijakan yang diambil  untuk memperkuat kelembagaan dan SDM Pengadaan adalah  

a. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara terencana oleh suatu unit kerja yang 

terorganisir dan dikelola SDM yang kompeten di bidangnya. 

b. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib membentuk Unit Kerja pengadaan 

barang dan jasa (UKPBJ) berbentuk struktural dan ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.   

Contohnya Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Pergub No. 261 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 

(BPPBJ). 

c. Mewajibkan pokja pemilihan/pejabat pengadaan di lingkungan 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dijabat oleh pejabat fungsional pengelola 

pengadaan paling lambat 31 Desember 2020. 

d. Mewajibkan PPK/pokja pemilihan/pejabat pengadaan di lingkungan Kementerian 

Pertahanan dan Kepolisian RI memiliki sertifikat kompetensi paling lambat 31 

Desember 2023 

e. Mewajibkan PPK/Pokja pemilihan/pejabat pengadaan yang dijabat oleh personil lain 

memiliki sertifikat kompetensi paling lambat 31 Desember 2023. 

 

4. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;  

E-marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

barang/jasa pemerintah. 

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-Marketplace yang 

berupa : 

a. Katalog Elektronik yang terdiri dari katalog nasional, sektoral dan lokal 

b. Toko Daring (Online Shop);  

c. Pemilihan Penyedia;  

 

5. Menggunakan teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik;  

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan 

untuk : 

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 
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b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 

d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan 

pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi 

Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 

penyelenggara Teknologi Informasi. 

(sumber referensi UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik) 

 

6. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional 

Indonesia (SNI);  

Produk dalam negeri adalah produk barang/jasa termasuk rancang bangun dan 

perekayasaan yang diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan 

berproduksi di Indonesia yang dalam proses produksi atau pengerjaaannya 

dimungkinkan menggunakan bahan baku/komponen impor. 

 

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang 

berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta 

koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan 

lingkungan, memberdayakan lingkungan serta memberikan fasilitas pelayanan purna 

jual. 

 

Kebijakan penerapan penggunaan produk dalam negeri sangat strategis bagi 

pembangunan industri nasional dan akan memberikan efek domino yang cukup besar 

bagi perekonomian nasional.  

 

Standardisasi nasional adalah acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan/atau 

jasa di dalam perdagangan sehingga dapat meningkatkan perlindungan  kepada 

konsumen,    pelaku    usaha,    tenaga    kerja,    dan    masyarakat    lainnya   baik 

untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Tujuan dari standardisasi nasional adalah  

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan 

masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. 
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2. Membantu kelancaran perdagangan. 

3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. 

 

Ada dua jenis SNI. Jenis pertama adalah yang bersifat wajib, dan jenis yang kedua 

adalah yang bersifat sukarela. 

Tujuan Penerapan SNI antara lain  

1. Perlindungan konsumen, tenaga kerja yang membuat produk, dan masyarakat dari 

aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan,  

2. Pertimbangan keamanan negara,  

3. Tuntutan perkembangan ekonomi dan kelancaran iklim usaha dan persaingan 

yang sehat, atau  

4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka pemerintah menetapkan produk-

produk tertentu yang wajib memiliki SNI sebelum diedarkan di masyarakat.  

Untuk mendorong meningkatkan daya saing dan menaikkan kualitas barang/jasa yang 

diproduksi, pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) memberikan 

layanan cuma-cuma untuk produsen berskala mikro dan kecil untuk mendapatkan SNI 

atas produk mereka. Instansi ini lebih mengedepankan fungsi pembinaan dibandingkan 

pengawasan yang merugikan usaha mikro kecil. 

Manfaat langsung atas penerapan SNI suatu produk adalah  

1. Bagi Produsen, SNI mendorong produsen akan terus melakukan inovasi sehingga 

produk yang dihasilkannya memiliki daya saing di pasar. 

2. Bagi Konsumen,  SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang 

sesuai antara harga dan kualitasnya 

3. Bagi Pemerintah, SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme 

perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya 

dan penerapan SNI yang lebih luas, maka akan tumbuh dinamika ekonomi baru, 

di mana para produsen akan berusaha untuk mendapatkan SNI atas produk 

mereka, sedangkan di masyarakat akan tumbuh lebih banyak lembaga sertifikasi 

produk yang juga kredibel untuk menilai dan menguji suatu produk 

 

7. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;  

Pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berpartisipasi 

dalam belanja APBN/APBD dengan cara : 

a. Memperluas akses informasi pemasaran dengan mendorong produk usaha kecil 

masuk ke katalog elektronik pemerintah. 
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b. Menyediakan sebanyak banyaknya paket untuk usaha kecil terutama untuk paket 

sampai dengan Rp. 2,5 milyar. 

c. Usaha non kecil melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha 

dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama 

lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang 

bersangkutan  

d. Meningkatkan kemampuan inovasi produk barang/jasa usaha kecil agar sesuai 

standar mutu dengan memberikan bantuan sertifikasi produk SNI secara gratis 

 

8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif 

Penelitian 

Kemampuan suatu negara menguasai dan mendayagunakan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek) sangat ditentukan oleh kemampuan menyelenggarakan kegiatan 

penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek menuju inovasi secara berkelanjutan. 

Minimnya hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri akan 

berakibat pada ketergantungan pada teknologi impor dan membuat suatu negara hanya 

mampu merakit produk dan menjadi pasar bagi produk-produk negara lain. untuk 

mewujudkan kemandirian dan daya saing nasional, negara harus hadir untuk terus 

mendorong kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dan inovasi oleh 

seluruh komponen bangsa sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki. (agenda 

riset nasional 2018-2019) 

 

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan penelitian, 

pengembangan dan penerapan iptek. Jumlah anggaran tersebut harus dapat 

dimanfaatkan secara optimal agar mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk Perlu ada 

peraturan khusus untuk pengadaan barang/jasa untuk kegiatan penelitian.  
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Industri Kreatif  

 Industri kreatif menjadi salah satu bidang yang akan dikembangkan oleh 

pemerintah karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan  dapat membangun citra 

dan nilai budaya nasional. 

 

Bidang industri kreatif antara lain : Periklanan, Arsitektur, Pasar Barang Seni, Kerajinan, 

Desain, Fesyen, Video, Film dan Fotografi, Permainan Interaktif, Musik, Layanan 

Komputer dan Peranti Lunak, Televisi dan Radio, Riset dan Pengembangan, Kuliner. 

Proyeksi pertumbuhan industri kreatif pada periode 2009-2015, yakni antara 7-9 %. 

Dengan pertumbuhan sebesar itu, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) 

sekitar 7-8% atau meningkat dari 6,28 %.  

Kebijakan untuk menumbuhkan industri kreatif adalah  

1. Mengintegrasikan aset dan potensi industre kreatif 

2. Mendorong inovasi dalam industri kreatif 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat  dan apresiasi atas industri kreatif 

termasuk HAKI (hak atas kekayaan intelektual) 

4. Membentuk Badan Ekonomi Kreatif. 

(sumber referensi : Perpres 6 tahun 2015 tentang Bekraf) 

 

9. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan. 

Kebijakan pengadaan berkelanjutan antara lain : 

a. Mengeluarkan Perpres 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan 

b. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Badan Standarisasi Nasional 

telah mengeluarkan 13 SNI ekolabel untuk produk produk yang ramah lingkungan 

dan ditargetkan pada tahun 2020 akan diberlakukan wajib.  

c. Penerapan konservasi energi dengan pemberlakukan label tingkat hemat energi 

pada peralatan listrik rumah tangga antara lain AC, lemari pendingin, mesin cuci dan 

lain lain  sesuai dengan amanah UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan PP 

70/2009 yang mulai berlaku 2018. 

2.3. Prinsip Pengadaan barang dan jasa  

Prinsip pengadaan artinya sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam 

melaksanakan pengadaan barang/jasa. 
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Dengan demikian penerapan prinsip pengadaan merupakan pernyataan fundamental atau 

kebenaran secara umum maupun individual. 

 

Dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa 

yang sesuai dengan spesifikasinya dan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang 

minimal. Di samping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat 

dan pada gilirannya akan mendorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan 

kemampuan penyedia barang/jasa 

 

Manfaat memahami prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa adalah  

1. Mendorong praktek pengadaan barang/jasa  yang baik 

2. Meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara 

3. Menekan kebocoran anggaran 

4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih. 

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:  

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana 

dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang 

ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan 

sasaran dengan kualitas yang maksimum.  

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa efisien adalah: 

1. Identifikasi kebutuhan dengan tepat untuk memastikan pengadaan barang/jasa 

sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. 

2. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar 

lainnya  

3. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun berdasarkan keahlian dari sumber informasi 

dapat dipertanggungjawabkan  

4. Penetapan metode pemilihan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. 

Kesalahan penetapan metode pemilihan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan 

waktu 

5. Evaluasi terhadap seluruh penawaran untuk mendapatkan value for money yang 

terbaik 

6. Perhitungan prestasi pekerjaan harus sesuai dengan pekerjaan terpasang yang dapat 

diterima agar tidak menimbulkan kelebihan pembayaran. 
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Contoh pengadaan yang efisien : 

1. Pengadaan Tempat tidur pasien dari 5 RSUD dikonsolidasikan menjadi satu paket 

pengadaan sehingga memiliki posisi tawar lebih baik dan mendapatkan potongan 

harga yang lebih besar dari penyedia; 

2. Paket pekerjaan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit dipisahkan menjadi 

paket pembuatan aplikasi dan paket penyediaan komputer dan server karena 

penyedia kedua paket tersebut cenderung berbeda dan akan menambah biaya jika 

disatukan. 

 

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran 

yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.  

 

Langkah langkah mendorong pengadaan yang efektif : 

1. Identifikasi kebutuhan dengan tepat untuk memastikan pengadaan barang/jasa 

sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. 

2. Penyusunan spesifikasi/KAK harus berdasarkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi 

lapangan dan ketentuan yang berlaku 

3. Evaluasi teknis penawaran harus dilakukan dengan benar dan memastikan spesifikasi 

yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, jika diperlukan dapat meminta uji mutu 

produk yang ditawarkan. 

4. Spasifikasi dalam lampiran syarat-syarat khusus kontrak sesuai dengan spesifikasi 

yang dibutuhkan 

5. Pemeriksaan spesifikasi harus dilakukan dengan benar pada sebelum dilakukan serah 

terima pekerjaan yang meliputi pemeriksaan fisik (visual dan dimensi), uji fungsi dan 

kehandalan (performance) dan uji destruktif (jika diperlukan). 

 

Contoh pengadaan yang efektif:  

 Pembuatan jalan dapat menurunkan biaya logistik hasil pertanian penduduk dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah 

 Pengadaan alkes untuk puskesmas yang spesifikasi sesuai kebutuhan pengguna akhir 

baik.  
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c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa 

bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat 

serta oleh masyarakat pada umumnya.  

 

Langkah langkah mendorong pengadaan yang Transparan : 

1. Semua peraturan/kebijakan/ketentuan proses pemilihan penyedia barang/jasa  harus 

transparan  

2. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus 

transparan; 

3. seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan 

penawaran yang responsif harus dibuat transparan; 

4. Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan harus diumumkan secara luas 

 

Contoh pengadaan yang Transparan :  

1. Pengadaan kendaraan operasional melalui ecatalog dimana proses pengadaan mulai 

dari RUP sampai dengan selesai dapat diketahui dengan jelas. 

2. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar yang dilakukan secara e tendering 

 

d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa 

yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 

jelas.  

 

Langkah langkah mendorong pengadaan yang Terbuka : 

1. Proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh 

seluruh calon peserta 

2. Tidak mempersyaratkan kriteria tertentu yang menguntungkan salah satu peserta 

 

Contoh pelaksanaan pengadaan secara Terbuka ; 

Pengadaan alat peraga pendidikan dengan tender cepat yang dapat dikuti oleh seluruh 

peserta yang memiliki ijin usaha yang sesuai peraturan dan perundang undangan serta 

tidak mensyaratkan penyedia harus dari wilayah tertentu. 

 

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat 

diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi 
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persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif 

dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 

Pengadaan Barang/Jasa.  

 

Langkah langkah mendorong pengadaan yang Bersaing : 

1. Pengadaan barang/jasa harus dapat diakses oleh seluruh calon peserta; 

2. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan 

sehat 

3. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu mempersiapkan 

penawaran berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk 

memenangkan tender/seleksi. 

4. Pelaku pengadaan barang/jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang 

menghambat terjadinya persaingan yang sehat 

 

Contoh pelaksanaan pengadaan secara Bersaing : 

Dalam proses pengadaan, semua para pelaku pengadaan barang/jasa wajib 

mematahu ketentuan etika pengadaan. 

 

f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa 

dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional.  

 

Langkah langkah mendorong pengadaan yang adil : 

1. Memberi perlakukan yang sama kepada seluruh peserta   

2. informasi yang diberikan harus akurat dan dapat dimanfaatkan untuk semua  

 

Contoh pelaksanaan pengadaan yang Adil ; 

Pada pengadaan barang/jasa, Semua peraturan/kebijakan/ketentuan proses 

pemilihan penyedia barang/jasa  yang digunakan disampaikan secara luas kepada 

peserta dengan adil dan tidak memihak 

 

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan 

Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 
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Langkah langkah mendorong pengadaan yang akuntabel adalah  

1. adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap seluruh proses pengadaan 

barang/jasa  

2. adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan, dan  

3. adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan 

terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta. 

Contoh pelaksanaan pengadaan yang akuntabel 

Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari 

identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan serta semua proses di 

dokumentasikan secara lengkap sesuai dengan tugas masing-masing.  

 

2.4. Etika Pengadaan barang/jasa 

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno dari kata ethikos yang berarti “timbul dari 

kebiasaan”. Etika pengadaan adalah prilaku yang baik  dari semua pihak yang terlibat dalam 

proses pengadaan barang/jasa. (Wikipedia Indonesia) 

 

Merupakan salah satu upaya untuk membuat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi 

lebih kredibel adalah dengan cara menerapkan etika di antara Pengelola dan Penyedia 

Barang/Jasa Pemerintah. Penerapan etika bagi Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa menjadi sangat penting sehingga kepercayaan akan pengadaan 

barang/jasa akan semakin kuat.  

 

Etika pengadaan barang/jasa sebagai berikut : 

1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai 

berikut :  

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai 

sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;  

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang 

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan 

Barang/Jasa;  

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat 

persaingan usaha tidak sehat;  
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d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai 

dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;  

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak  yang 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan 

usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;  

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi sesuai UU 

no. 30 tahun 2014 ttg administrasi pemerintahan; dan  

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau 

menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun 

yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

 

2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait, dalam hal:  

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap 

sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang 

mengikuti Tender/Seleksi yang sama;  

b. konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi 

yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan 

Pekerjaan Terintegrasi;  

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;  

d. Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi pada Kementerian/ 

Lembaga/Perangkat Daerah, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai 

PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;  

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia;  

f. beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik 

langsung maupuntidak langsungoleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih 

dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 
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 BAB III 

USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN  

 

3.1. Peran serta Usaha Kecil  

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 

 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

 

Berbagai rencana pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah seharusnya mulai 

mengikutsertakan peran usaha kecil. Karena tanpa didukung oleh peran serta usaha kecil 

pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Usaha kecil telah 

terbukti mampu eksis terhadap terpaan gelombang krisis ekonomi yang terjadi. Peningkatan 

peran usaha kecil akan membuka lapangan kerja dan menaikkan pendapatan warga 

masyarakat serta diyakini kedepannya akan berimplikasi pada peningkatan kehidupan dan 

kesejahteraan masyarakat Indoensia.  

 

Sebagian besar unit usaha yang ada di Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan menengah.  

Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam 

payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan 
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kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kriteria UMKM dapat dilihat pada Tabel 

2 dibawah ini. 

 

Tabel 2. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

No Usaha Kriteria 

Kekayaan bersih Omzet 

1 Usaha Mikro Maks 50 juta Maks 300 juta 

2 Usaha Kecil > 50 juta – 500 juta > 300 juta – 2,5 Miliar 

3 Usaha Menengah > 500 juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar 
Sumber : UU UKM No. 20 tahun 2008 

Usaha kecil dalam pengertian perpres sebagaimana diatur maksimal nilai paket Rp. 2,5 

milyar jika dilihat pada kriteria omzet diatas maka yang termasuk usaha kecil adalah Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil. 

 

Melihat kriteria diatas, merupakan sesuatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan 

peran lebih besar bagi usaha kecil dalam pembangunan Indonesia agar usaha kecil dapat 

berkembang menjadi kelas menengah dan besar serta dapat bersaing di era pasar bebas. 

Program-program pemberdayaan usaha kecil antara lain : 

1. Memperluas akses informasi pemasaran dengan mendorong produk UMKM masuk 

ke katalog elektronik pemerintah. 

2. Menyediakan sebanyak banyaknya paket untuk UMKM terutama untuk paket sampai 

dengan Rp. 2,5 milyar. 

3. Usaha non kecil melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha 

dengan UMK dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, 

jika ada UMK yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. 

 

3.2. Penggunaan Produksi Dalam Negeri 

Produk dalam negeri adalah produk barang/jasa termasuk rancang bangun dan 

perekayasaan yang diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan 

berproduksi di Indonesia yang dalam proses produksi atau pengerjaaannya dimungkinkan 

menggunakan bahan baku/komponen impor 

 

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang 

berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta 

koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan 

lingkungan, memberdayakan lingkungan serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual  

(UU No. 30 tahun 2014 tentang perindustrian) 
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Penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat 

merupakan isu yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh penggunaan produksi dalam 

negeri akan membuat aktivitas perekonomian dalam negeri aktif. Kondisi ini diharapkan 

akan bermuara pada membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

 

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang 

menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah 

nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Contoh 

kandungan TKDN beberapa produk dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Contoh kandungan TKDN beberapa produk dalam negeri 

No Nama Produk TKDN  

1 Mesin Perontok Padi 43,21 % 

2 Traktor tangan 42,04 % 

3 Tiang listrik beton 65,54 % 

4 Heated Incubator 43,93 % 

5 Bola futsal 62,72 % 

 

 

Sumber : http://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=11697 

 

Gambar 3. Detail sertifikat tanda sah TKDN 

  

 

http://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=11697
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3.3. Preferensi Harga 

Preferensi harga adalah insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Pengadaan 

Barang/Jasa berupa kelebihan harga yang dapat diterima.  

Ketentuan Preferensi harga sebagai berikut :  

a. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

b. Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN lebih besar atau 

sama dengan 25% (dua puluh lima persen).  

c. Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).  

d. Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Perusahaan 

Nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran 

terendah dari Perusahaan Asing.  

e. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah 

memenuhi persyaratan administrasi dan teknis  

f. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir. 

g. Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan rumus =(1−Kp )× HP dengan :  

KP = TKDN×preferensi  

KP = Koefisien Preferensi  

HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik  

h. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, 

penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. 

Contoh perhitungan HEA Pengadaan barang 

Langkah-langkah detail menghitung preferensi harga : 

1. Hasil Evaluasi Harga Pengadaan Alat Pertanian dengan menggunakan harga terendah 

Sbb: 

2. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri sesuai 

dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang 

disampaikan oleh peserta. 

Harga evaluasi akhir dihitung dengan rumus : 

HEA   =  (1 - KP) x HP 

HEA   : harga evaluasi akhir 

KP  : TKDN X Preferensi 

HP  : harga penawaran 

Contoh Perhitungan : 

Penyedia A 
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Harga penawaran  : Rp. 8.950.000.000 

TKDN   : 25 % (dari dokumen penawaran  dan telah diklarifikasi) 

Preferensi   : 25 % (sesuai dok pemilihan) 

KP   : TKDN x preferensi = 15 % x 25 % = 0,0625 

HEA   : (1 - KP) x HP 

   : (1-0,0625) X Rp. 8.950.000.000 = Rp. 8.390.625.000 

3. Dengan cara yang sama dapat dihitung preferensi untuk penyedia yang lain, hasil 
perhitungan dimasukkan ke dalam Tabel 4 di bawah ini: 
 
 
Tabel 4. Contoh Perhitungan Preferensi Harga 
 

No 
Nama 

Penyedia 

Harga 
Penawaran 

(Rp) 
TKDN 

Preferensi 
Harga 

KP  
HEA (Rp) [1-

KP] * HP 
Pering

kat 

1 A 
  

8,950,000,000  
25 % 25% 

0.06
25 

8.390.625.000              II 

2 B 
  

9,000,000,000  
30 % 25% 

0.07
5 

8.325.000.000 I 

3 C 
  

9,500,000,000  
25 % 25% 

0.06
25 

8.906.250.000 III 

 
Penyedia B dengan TKDN lebih tinggi dapat menjadi pemenang 
 
 

3.4. Pengadaan Berkelanjutan 

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai 

nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk 

masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam 

keseluruhan siklus penggunaanya. 

Aspek berkelanjutan terdiri atas :  

a. aspek ekonomi, meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa 

tersebut;  

b. aspek sosial, meliputi pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, jaminan kondisi kerja 

yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan  

c. aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, 

kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, serta menggunakan sumber daya alam secara 

bijaksana.  



 

 

Modul Pelatihan  
Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar 

Kode Modul : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Judul Modul: Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika PBJ 
Buku Informasi Versi: April 2018 

Halaman: 29 dari 35  

 

Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan 

hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya 

terpengaruh 

Skema Pengadaan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.  

 

Gambar 4. Skema Pembangunan berkelanjutan 

Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang 

adil (equitable). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus 

berjalan (viable). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat 

terus bertahan (bearable). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan 

menciptakan kondisi berkelanjutan (sustainable).  

Dalam pengadaan berkelanjutan harus memprioritaskan barang/jasa yang ramah bagi 

lingkungan antara lain dengan menggunakan produk ekolabel seperti yang terdapat dalam 

Tabel 4. Dibawah ini.  

 

Tabel 4. Produk-Produk yang sudah memiliki SNI ekolabel antara lain : 

No SNI Judul SNI 

1 SNI 19-7188.1.1-2006 Kriteria ekolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 
1: Kertas kemas 

2 SNI 19-7188.1.2-2006 Kriteria ekolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 
2: Kertas tisu untuk kebersihan 

3 SNI 19-7188.2.1-2006 Kriteria ekolabel – Bagian 2: Kategori produk deterjen – Seksi 
1:Serbuk Deterjen pencuci sintetik rumah tangga 

4 SNI 19-7188.3.1-2006 Kriteria ekolabel – Bagian 3: Kategori produk kulit – Seksi 1: 
Kulit jadi 

5 SNI 19-7188.3.2-2006 Kriteria ekolabel – Bagian 3: Kategori produk kulit – Seksi 2: 
Sepatu kasual dari kulit 

6 SNI 19-7188.4.1-2006 Kriteria ekolabel – Bagian 4: Kategori tekstil dan produk 
tekstil – Seksi 1: Umum 

7 
SNI 7188.1.4:2010 

Kriteria ekolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 
4: Kertas cetak salut 
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8 
SNI 7188.5.1:2010 

Kriteria ekolabel – Bagian 5: Kategori produk baterai – Seksi 
1: Baterai primer tipe carbon zinc dan alkaline 

9 SNI 7188.6:2010 Kriteria ekolabel – Bagian 6: Cat tembok 

10 SNI 7188.8:2013 Kriteria ekolabel – Bagian 8: Ubin keramik 

11 SNI 7188.9:2015 Kriteria ekolabel – Bagian 9: Furnitur Perkantoran 

12 
SNI 7188.1.3:2016 

Kriteria ekolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 3 
: Kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna 

13 SNI 7188.7:2016 Kriteria ekolabel – Bagian 7: Kantong Belanja Plastik 
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produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 

GLOSSARY 

Adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 

Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi 

keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional.  

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 

terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan 

Bersaing  Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan 

yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia 

Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, 

sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan 

secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang 

mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 

Pengadaan Barang/Jasa. 

Efisien  Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk 

mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang 

ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan 
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untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 

maksimum 

Efektif  

 

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan 

dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya. 

Etika 

pengadaan 

Prilaku yang baik  dari semua pihak yang terlibat dalam proses 

pengadaan barang/jasa 

Hilirisasi 

penelitian  

usaha yang dilakukan agar penelitian yang dilakukan benar-benar 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Komersialisasi 

penelitian 

pemanfaatan produk-produk hasil penelitan agar dapat 

diproduksi pada skala  komersial (produksi massal) 

Kebijakan  bagian dari strategi untuk mencapai tujuan pengadaan 

barang/jasa 

Pengadaan 

Berkelanjutan  

Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai 

manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya 

untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai 

penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan 

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam 

keseluruhan siklus penggunaanya. 

Prinsip pengadaan  

 

sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam 

melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

RKA K/L  Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

RKA Perangkat 

Daerah 

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 

SNI Standar Nasional Indonesia 

SNI wajib  SNI yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis untuk sebagian 

atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI 

demi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan 

masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau 

pertimbangan ekonomis 

SNI sukarela  SNI yang tidak wajib dan untuk ditetapkan oleh pelaku 

usaha 

SDM Sumber daya manusia 
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Produk dalam negeri  produk barang/jasa termasuk rancang bangun dan 

perekayasaan yang diproduksi dan dikerjakan oleh 

perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia 

yang dalam proses produksi atau pengerjaaannya 

dimungkinkan menggunakan bahan baku/komponen impor 

 TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri 

Transparan  semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan 

Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas 

oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh 

masyarakat pada umumnya 

UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Value for money Istilah yang digunakan untuk menilai bahwa organisasi telah 

memperoleh manfaat yang maksimal dari barang/jasa yang 

diadakan 
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